KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 234/M.PPN/04/2002

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, 

KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, 

PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM 

DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang
:
a.
bahwa untuk  mendapatkan kesatuan pengertian dalam pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat / jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional Perencana, perlu disusun petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan ;

b. bahwa Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat / jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional Perencana ;

Mengingat
:
1.
Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang​-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang  Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil ;

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun  1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara  sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 ;

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;

11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya ;

12. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor: 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan              :
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi pejabat yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yang meliputi : pengangkatan, kenaikan pangkat / jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil calon Perencana atau Perencana di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 2

Sistematika Petunjuk Teknis pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat / jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam jabatan fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, disusun sebagai berikut :

I. TUJUAN

II. PENGANGKATAN

III. KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN

IV. PEMBEBASAN SEMENTARA

V. PENGANGKATAN KEMBALI 

VI. PEMBERHENTIAN 

VII. PENUTUP

Pasal 3

Petunjuk Teknis pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat / jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional Perencana sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  Jakarta

Pada tanggal : 5 April 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

KWIK KIAN GIE

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, 

KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, 

PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM 

DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

I. TUJUAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi pejabat yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam hal : pengangkatan, kenaikan pangkat / jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil calon Perencana atau Perencana di bawah tanggung jawabnya.

II. PENGANGKATAN

1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam  JFP dapat dilakukan 
1) Apabila Unit Perencanaan yang bersangkutan memiliki formasi JFP yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara / Gubernur / Bupati / Walikota sebagaimana diatur dalam dalam SK Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas No. KEP.020/M.PPN/12/2001 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Perencana ;

2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya tidak memangku jabatan struktural / fungsional lain, melalui mekanisme pertama kali dengan persyaratan : (a) ijazah serendah-rendahnya S1 ; (b) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a ; (c) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan ; (d) unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan (e) memiliki angka kredit kumulatif minimal ; atau
3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya sedang memangku jabatan struktural / fungsional lain, dapat diangkat melalui mekanisme pengangkatan dari jabatan lain dengan persyaratan : (a) semua persyaratan butir 1.a.2) di atas ; (b) pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ; (c) usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang dipangkunya ; (d) unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
b. Penetapan angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada butir II.1.a.2) dan II.1.1.3) dilakukan melalui ujian kompetensi jenjang jabatan Perencana, dengan ketentuan sebagai berikut :  

1) Calon Perencana yang lulus akan mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK-PAK), dengan angka sebesar jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk masing-masing pangkat / golongan ruang sesuai Lampiran II Keputusan MenPAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001.

Contoh :

Dra. Diah Anggraeni, MA, adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat /golongan ruang Pembina IV/a. Dra. Diah Anggraeni, MA berkeinginan menjadi pejabat Perencana. Untuk menjadi Perencana, Dra. Diah Anggraeni, MA harus ikut ujian kompetensi Perencana. Dalam ujian ini Dra. Diah Anggraeni, MA dinyatakan lulus untuk jenjang jabatan Perencana Madya. Kepala Dra. Diah Anggraeni, MA diberikan angka kredit sebesar 400.

2) Calon Perencana yang tidak lulus uji kompetensi jenjang jabatan Perencana, penetapan angka kreditnya akan ditangguhkan, dan apabila calon Perencana tersebut tetap ingin masuk dalam JFP, yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian kompetensi dimaksud dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung dari saat pertama kali mengikuti ujian kompetensi,  sampai yang bersangkutan dinyatakan lulus dan mendapat SK PAK, untuk disesuaikan angka kreditnya pada masing-masing pangkat / jabatan sesuai Lampiran II Keputusan MenPAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001.

Contoh :

Drs. Subandrio berpangkat Pembina dengan golongan ruang IV/a, sebagai pejabat eselon III akan diangkat dalam jabatan fungsional Perencana. Untuk diangkat dalam jabatan fungsional Perencana Drs. Subandrio terlebih dahulu harus mengikuti ujian kompetensi Perencana. Apabila dalam ujian tersebut Drs. Subandrio tidak lulus ujian kompetensi, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali ujian kompetensi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ujian  yang pertama,  sampai dinyatakan lulus ujian kompetensi Perencana. Dengan demikian Drs. Subandrio dapat direkomendasikan untuk dapat diangkat  ke dalam jabatan fungsional Perencana, dan angka kredit yang diberikan sesuai Lampiran II Keputusan MenPAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001. Apabila selama 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak  lulus ujian kompetensi, maka yang bersangkutan tidak dapat memperoleh angk akredit sehingga yang bersangkutan tidak berhak masuk dalam JFP.

3) Materi dan pelaksana ujian kompetensi jenjang jabatan Perencana, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas.

c. Calon Perencana yang diangkat dalam JFP, pangkat dan golongan ruang ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Perencana ditetapkan berdasarkan angka kredit yang tertuang dalam SK-PAK yang dimiliki.

d. Memenuhi Pasal 23 dan 24 Keputusan MenPAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 dan sebelum diangkat ke dalam jabatan fungsional Perencana diisyaratkan untuk mengikuti dan lulus diklat penjenjangan fungsional Perencana sesuai ketentuan yang berlaku.

2. PROSEDUR PENGANGKATAN

a. Pegawai Negeri Sipil Calon Perencana yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan di bawah ini, secara hirarki dapat mengajukan usul kepada Pimpinan unit kerja yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon III, dengan lampiran masing-masing rangkap 2 (dua) :

1) Fotokopi ijazah S1 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

2) Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir ;

3) Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan P[ekerjaan (DP3) ;

4) Untuk yang akan diangkat melalui mekanisme pengangkatan dari jabatan lain, ditambah dengan surat keterangan dari atasan langsung bahwa yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan dalam bidang perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

b. Pembina Kepegawaian cq. Pejabat Kepegawaian di bawahnya menugaskan calon Perencana yang akan diangkat untuk mengikuti diklat penjenjangan fungsional Perencana.

c. Calon Perencana yang telah mengikuti dan lulus diklat dan menyampaikan STTPL kepada Pejabat Unit Kepegawaian.

d. PejabatUnit Kepegawaian menyampaikan kepada Pembina Kepegawaian dan kepada pejabat yang berwenang menentukan angka kredit masing-masing 1 (satu) set usulan dan dokumen yang dipersyaratkan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Keputusan MenPAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, untuk diproses penetapan angka kredit.

e. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menyampaikan  SK-PAK calon Perencana yang bersangkutan kepada Pejabat Unit Kepegawaian Instansi (Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian serendah-rendahnya eselon III) untuk diproses pengangkatan calon Perencana yang bersangkutan menjadi pejabat fungsional Perencana.

f. Pejabat Unit Kepegawaian kemudian melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai berikut :   

1) Membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran dokumen administrasi yang dipersyaratkan ;

2) Melakukan penilaian pangkat / golongan ruang dan jumlah angka kredit dalam SK-PAK yang bersangkutan ;

3) Menyiapkan rancangan surat keputusan pangangkatan menjadi pejabat fungsional Perencana, sesuai dengan lampiran VII SKB Kepala Bappenas dan Kepala BKN No. KEP.1106/Ka/08/2001 dan No. 34A tahun 2001.

g. Pejabat Unit Kepegawaian menyampaikan rancangan surat keputusan pangangkatan pejabat fungsional Perencana kepada pejabat yang berwenang untuk ditandatangani, sebagaimana telah diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000.

h. Asli surat keputusan pengangkatan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada :

1). Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

2). Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional cq. Kepala Pusat Pembina Perencana ;

3). Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat) ;

4). Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Kepala Biro / Kepala Bagian Keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

5). Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan ; 

i. Bappenas sebagai instansi pembina jabatan fungsional Perencana, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengangkatan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN PERENCANA

1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN 

a. Perencana dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan : (1) Memiliki angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat ; (2) Memiliki masa kepangkatan minimal 2 (dua) tahun ; (3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.  

b. Perencana dapat dinaikkan jenjang jabatannya : (1) Memiliki angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan ; (2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir ; (3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ; (4) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perencanaan..

c. Angka kredit sebagaimana disebut butir a dan b di atas, berasal sekurang-kurangnya 80 persen dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20 persen berasal dari unsur penunjang.

d. Angka kredit yang berasal dari unsur utama sebesar 80 persen, harus mengandung angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan perencanaan dan pengembangan profesi dengan komposisi sebagai berikut :  

1) Bagi Perencana yang naik jabatan menjadi Perencana Utama atau naik pangkat menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e :

a) kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 25 persen ;

b) Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 75 persen.

2) Bagi Perencana yang naik jabatan menjadi Perencana Muda sampai dengan Perencana Madya  atau naik pangkat menjadi Pembina Muda Tingkat Igolongan ruang III/b sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c :

a) kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 30 persen ;

b) Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 70 persen.

e. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Perencana dan telah memperoleh angka kredit  yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat / jabatan satu tingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa pangkat / jabatan yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya setiap tahun yang bersangkutan tetap diharuskan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 persen dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat / jabatan berikutnya . Angka kredit ini berasal dari kegiatan perancanaan.

Contoh 1 :

Sdr. X dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a masa kerja golongan 2 tahun diangkat dalam jabatan fungsional Perencana pada masa inpassing per 1 April 2002 sebagai Perencana Pertama dengan angka kredit 124. Dalam tahun pertama (1 April 2002 sd. 31 Maret 2003) dalam jabatannya Sdr.X telah berhasil mengumpulkan angka kredit 50. Persyaratan untuk kenaikan pangkat dari Penata Muda III/a menjadi Penata Muda Tingkat I III/b berikutnya (1 April 2004) dipersyaratkan dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 50 angka kredit. Karena angka kredit yang diperlukan Sdr/X sudah terkumpul pada tahun pertama, maka pada tahun berikutnya (1 April 2003 sd. 31 Maret 2004) Sdr.X tetap harus mengumpulkan angka kredit sebanyak 20 % dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan perencanaan atau 10 angka kredit.

Contoh 2 :

Sdr. X dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a masa kerja golongan 2 tahun diangkat dalam jabatan fungsional Perencana pada masa inpassing per 1 April 2002 sebagai Perencana Pertama dengan angka kredit 124. Dalam tahun pertama (1 April 2002 sd. 31 Maret 2003) dalam jabatannya Sdr.X telah berhasil mengumpulkan angka kredit 100. Persyaratan untuk kenaikan jabatan menjadi Perencana Muda, Sdr. X dipersyaratkan untuk mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 100 angka kredit. Karena angka kredit yang diperlukan Sdr/X sudah terkumpul pada tahun pertama, maka pada per 1 April 2003 dapat dinaikkan jabatannya menjadi Perencana Muda dengan angka kredit sebesar 224. Karena angka kredit tersebut juga dapat dipergunakan untuk kenaikan pangkat / golongan, maka yang bersangkutan tetap dipersyaratkan untuk mengumpulkan angka kredit sebanyak 20 % dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan perencanaan atau 10 angka kredit. Selanjutnya kenaikanpangkatnya Sdr. X dapat diberikan per April 2004 menjadi pangkat / golongan Penata Muda Tingkat I  III/b.

2. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT / JABATAN 

a. Kenaikan Pangkat :

1) Salinan surat keputusan Penetapan Angka Kredit (SK-PAK) ;

2) Salinan surat keputusan kepangkatan terakhir ;

3) Salinan surat keputusan Jabatan fungsional Perencana terakhir ;

4) Salinan DP3 2 (dua ) tahun terakhir.

b. Kenaikan jenjang jabatan :

1) Salinan surat keputusan Penetapan Angka Kredit (SK-PAK) ;

2) Salinan surat keputusan kepangkatan terakhir ;

3) Salinan Surat tanda tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) diklat penjenjangan fungsional Perencana ;

4) Salinan surat keputusan Jabatan fungsional Perencana terakhir ;

5) Salinan DP3 1 (satu ) tahun terakhir.

3. PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT / JABATAN

a. Kenaikan Pangkat :

1) Pimpinan Unit Kepegawaian  Instansi Pemerintah Pusat / Daerah serendah-rendahnya eselon III, setelah menerima salinan SK-PAK, meneliti seluruh berkas kelengkapan kenaikanpangkat, dan apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, selanjutnya menyampaikan kepada :

a) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat  (Menteri, Kepala LPND, Sekretaris Negara, Kepala POLRI, Jaksa Agung) untuk usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e ;

b) Sekretaris Utama LPND/ Sekretaris Jenderal Departemen untuk usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ;

c) Sekretaris Daerah, untuk usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Penata Muda golongan ruang III/asampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e ;

2) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat / Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama / Sekretaris Daerah memeriksa persyaratan dan lampiran yang diperlukan , dan setelah pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya meneruskan usulan tersebut untuk ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000 Pasal 5,6, dan 7.
3) Asli surat keputusan kenaikan pangkat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang oleh pimpinan unit kepegawaian disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada :

a) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

b) Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional cq. Kepala Pusat Pembina Perencana ;

c) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat) ;

d) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Kepala Biro / Kepala Bagian Keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daeran ;

e) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan ; 

b. Kenaikan jenjang jabatan :

1) Perencana yang telah menerima SK-PAK, melengkapi berkas persyaratan untuk kenaikan jabatan, yang selanjutnya secara hirarki diusulkan kepada pejabat unit kepegawaian.

2) Untuk naik ke dalam jabatan Perencana Utama, pimpinan unit kepegawaian setelah meneliti berkas persyaratan, selanjutnya memproses SK kenaikan jabatan fungsional Perencana dengan meminta pertimbangan  teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000.

3) Untuk naik ke dalam jabatan Perencana Muda dan Perencana Madya tidak perlu meminta pertimbangan teknis atau persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PND Pusat atau Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

1) Asli surat keputusan kenaikan jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang oleh pimpinan unit kepegawaian   disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada :

a) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

b) Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional cq. Kepala Pusat Pembina Perencana ;

c) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat) ;

d) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Kepala Biro / Kepala Bagian Keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

e) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan ;
IV. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBEBASAN SEMENTARA 

a. Pejabat Perencana akan dibebaskan sementara dari jabatan Perencana apabila :

1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat Perencana Pertama (golongan ruang III/a) sampai Perencana Utama (golongan ruang IV/d) ;

2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) bagi Perencana Utama.

b. Pejabat Perencana akan dibebaskan sementara dari jabatan Perencana  oleh sebab-sebab lainnya yaitu apabila :

1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980.

2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.

3) Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perencana.

4) Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke-empat dan seterusnya.

5) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

c. Perencana yang dibebaskan karena alasan tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal, maka : 1) ketentuan kenaikan pangkatnya tidak dapat dilakukan berdasarkan peraturan di luar ketentuan JFP ; 2) tidak berhak atas tunjangan fungsional Perencana.

d. SK pembebasan sementara dari jabatan Perencana berlaku terhitung mulai  : 1) tanggal berlakunya hukuman disiplin, bagi  yang dijatuhi hukuman disiplin ; 2) tanggal berlakunya SK pembebasan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, bagi yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ; 3) tanggal pelantikan dalam jabatan lain ; 4) tanggal berlakunya cuti di luar tanggungan negara ; 5) tanggal masuk pendidikan bagi yang tugas belajar.

e. Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kepada Perencana Pertama, Perencana Muda, Perencana Madya dan Perencana Utama (golongan ruang IV/d) yang diperkirakan tidak akan memperoleh jumlah angka kredit yang dipersyaratkan, selambat-lambatnya :

1) 1(satu) tahun sebelum waktu yang ditetapkan berakhir bagi Perencana Pertama (golongan ruang III/a) sampai dengan Perencana Utama (golongan ruang IV/d).

2) 3 (tiga) bulan sebelum waktu yang ditetapkan berakhir bagi Perencana Utama (golongan ruang IV/e).

Contoh 1 :

Drs. Bambang, MA. Perencana Muda dengan pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d, diangkat pada pangkat dan jabatan di atas pada tanggal 1 April 1999. 1 April 2003 yang bersangkutan belum juga memasukkan DUPAK, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan peringatan tertulis.

Contoh 2 :

Dr. Ujang Perencana Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e sejak tanggal 1 April 2001 yang bersangkutan baru mengumpulkan 10 angka kredit. Berdasarkan pengamatan sampai dengan 31 Maret 2002 yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan 25 angka kredit . Maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat / Daerah akan memberikan peringatan tertulis kepada Dr. Ujang selambat-lambatnya 2 Januari 2002.

f. Pembebasan sementara diberikan karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.

g. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional Perencana adalah pejabat yang berwenang mengangkat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000. Contoh formulir yang dipergunakan sebagaimana Lampiran VIII Keputusan Bersama Kepala Bappenas dan Kepala BKN Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001.

h. Perencana yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut dalam butir IV.1.a dan IV.1.b kecuali yang dijatuhi hukuman disiplin, diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil, dan cuti di luar tanggungan negara wajib untuk tetap melaksanakan tugas pokoknya, dan kegiatan tersebut tetap dinilai untuk diberikan angka kredit, sedangkan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

i. Perencana yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin, selama menjalani hukuman disiplin dapat menjalankan sebagian tugas pokoknya, tetapi tidak diberikan angka kredit, dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

j. Perencana yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara tetap dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

k. Perencana yang dibebaskan karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam butir j di atas, angka kreditnya sebagaimana dimaksud dalam butir h tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Perencana.

a. PROSEDUR PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Pembebasan sementara karena tidak mencapai angka kredit  sebagaimana yang dipersyaratkan :

1) Berdasarkan laporan Tim Penilai, pimpinan unit kepegawaian mengeluarkan surat peringatan kepada Perencana yang bersangkutan apabila setelah 4 (empat) tahun terhitung mulai pengangkatan  : (a) belum pernah mengajukan penetapan angka kredit ; (b) angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat belum dipenuhi.

2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah mendapat kan peringatan bagi Perencana Pertama golongan ruang III/a sampai dengan Perencana Utama golongan ruang IV/d dan 6 (enam) bulan bagi Perencana Utama golongan ruang IV/e, yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan menerbitkan surat keputusan pembebasan sementara.

Contoh 1 :

Dr. Sumantri Perencana Muda dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dalam 4 (empat) tahun yang bersangkutan baru mengumpulkan 50 angka kredit. Berdasarkan rencana sampai dengan akhir periode penilaian (31 Maret 2007) Perencana yang bersangkutan tidak akan dapat mengumpulkan 100 angka kredit. Untuk itu Ketua Tim Penilai melaporkan hal tersebut kepada pimpinan unit kepegawaian yang kemudian akan memberikan nota peringatan selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 2006.

Contoh 2 :

Dr. Sumarianto Perencana Utama dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/d dalam 6 (enam) bulan yang bersangkutan baru mengumpulkan 15 angka kredit. Berdasarkan rencana sampai dengan akhir periode penilaian (31 Maret 2005) Perencana yang bersangkutan tidak akan dapat mengumpulkan 25 angka kredit. Untuk itu Ketua Tim Penilai melaporkan hal tersebut kepada pimpinan unit kepegawaian yang kemudian akan memberikan nota peringatan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1004.

3) Jika ternyata sampai dengan tanggal batas waktu yang ditetapkan Perencana yang bersangkutan : a) tidak juga mengajukan usulan penetapanybs ; b) angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat tidak terpenuhi, maka pimpinan unit kepegawaian menyiapkan usulan pembebasan sementara yang bersangkutan dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000. 

4) Asli surat keputusan pembebasan sementara yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang disebut dalam butir 2.1.3) di atas, oleh pimpinan unit kepegawaian disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada :

a) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

b) Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional cq. Kepala Pusat Pembina Perencana ;

c) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat) ;

d) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Kepala Biro / Kepala Bagian Keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

e) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan ;
b. Pembebasan sementara karene sebab lainnya :

1) Berdasarkan dokumen yang menyatakan bahwa pejabat fungsional Perencana yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya secara penuh sebagai Perencana, maka pimpinan unit kepegawaian menyiapkan usulan pembebasan sementara yang bersangkutan dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000. 

2) Asli surat keputusan pembebasan sementara yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh pimpinan unit kepegawaian disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada :

a) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

b) Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional cq. Kepala Pusat Pembina Perencana ;

c) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat) ;

d) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Kepala Biro / Kepala Bagian Keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

e) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan.
V. PENGANGKATAN KEMBALI

1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN KEMBALI

a. Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Perencana setelah menjalani pembebasan sementara dapat dipertimbangkan apabila : 1) telah memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara ; 2) telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ; 3) dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ; 4) telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana ; 5) telah diangkat kembali pada instansi semula setelah cuti di luar tanggungan negara ; atau 6) telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan.

b. Jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang pernah dimiliki dan angka kredit kredit baru yang diperoleh selama Perencana yang bersangkutan dibebaskan sementara.

c. Bagi Perencana yang dijatuhi hukuman disiplin, angka kredit baru yang diperoleh selama yang bersangkutan dibebaskan sementara tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan penetapan angka kredit. 

2. PROSEDUR PENGANGKATAN KEMBALI

a. Pejabat fungsional Perencana yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan pengangkatan kembali, maka maka pimpinan unit kepegawaian mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 untuk menetapkan surat keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Perencana, dengan pangkat dan jenjang jabatan yang sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh, sebagaimanaLampiran I dan II Keputusan MenPAN Nomor 16/ KEP/M>PAN/3/2001; 

b. Asli surat keputusan pengangkatan kembali yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh pimpinan unit kepegawaian disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada :

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

2) Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional cq. Kepala Pusat Pembina Perencana ;

3) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat) ;

4) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Kepala Biro / Kepala Bagian Keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

5) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan.
VI. PEMBERHENTIAN

1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBERHENTIAN

a. Perencana akan diberhentikan dari jabatan fungsional Perencana apabila : 1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat yang setingkat lebih tinggi, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara ; 2) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ; 3) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

b. Perencana yang diberhentikan dari jabatan fungsional Perencana : 1) Tidak wajib melaksanakan tugas perencanaan pada jabatan fungsional Perencana ; 2) Tidak berhak atas tunjangan jabatan fungsional Perencana ; 3) Kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di luar jabatan fungsional Perencana, dan 4) tidak dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Perencana.

c. Perencana yang diberhentikan dari jabatan fungsional Perencana dapat dinaikkan pangkatnya secara reguler, jika :

1) Pangkatnya masih dalam batas ketentuan pangkat tertinggi berdasarkan pendidikannya ;

2) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat tersebut ;

3) Memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat secara reguler lainnya.

2. PROSEDUR PRMBERHENTIAN

a. Pimpinan unit kepegawaian memperhatikan persyaratan untuk diberhentikan dari jabatan fungsional Perencana dan selanjutnya menyampaikan berkas dimaksud dengan dilampiri dokumen yang diperlukan untuk penetapan pemberhentian dari jabatan fungsional Perencana kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan surat keputusan pemberhentian dan mengembalikannya kepada pimpinan unit kepegawaian. Bentuk surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional Perencana sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Keputusan Bersama Kepala Bappenas dan Kepala BKN Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001.

c. Asli surat keputusan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh pimpinan unit kepegawaian disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

2) Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional cq. Kepala Pusat Pembina Perencana ;

3) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat) ;

4) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Kepala Biro / Kepala Bagian Keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

5) Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan.
VII. KEBERATAN

Apabila terjadi hal-hal yang dapat merugikan Pegawai Negeri Sipil dalam penetapan angka kredit sebagai akibat tindakan yang disengaja dan atau karena kelalaian dari Tim Penilai, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat diyakini kebenarannya.

VIII. PENUTUP

1. Keputusan Meneg PPN / Kepala Bappenas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan Meneg PPN / Kepala Bappenas ini akan diatur kemudian.

Penyusunan formasi jabatan Perencana setelah periode inpassing / penyesuaian dilakukan dengan mengacu pada pedoman penyusunan formasi jabatan Perencana

ANAK LAMPIRAN I

CONTOH  :

SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA KALI ATAU PERPINDAHAN JABATAN

SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI 

MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA
Kepada Yth.

Pimpinan Unit Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Di tempat

Bersama ini dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini  :

N a m a



:
…………………………………

N I P




:
…………………………………

Pangkat / golongan ruang / tmt.
:
…………………………………

Jabatan *



:
…………………………………

Unit Kerja



:
…………………………………

Menyatakan permohonan untuk menjadi pejabat fungsional Perencana. Sebagai bahan pertimbangan  bersama ini terlampir :

· Ijazah Sarjana (S1) ;

· Surat Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

· DP3 1 tahun terakhir ;

· Surat Pernyataan telah menjalani diklat ;

· Surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan ; *

· Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang ;*

· Daftar Usul Penetapan Angka Kredit ;

· Dll.

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

……………….., ……………………….

Pemohon

Nama :

NIP. :

Tembusan :

Yth. Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama / Pembina Kepegawaian Pusat atau Daerah *

*) coret / hilangkan yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN II

CONTOH  :

SURAT REKOMENDASI USULAN PENGANGKATAN MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA 

SURAT REKOMENDASI USULAN PENGANGKATAN 

PERTAMA KALI / DARI JABATAN LAIN *

MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA
Kepada Yth.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat / Daerah

Di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini  :

N a m a



:
…………………………………

N I P




:
…………………………………

Pangkat / golongan ruang

:
…………………………………

Jabatan *



:
…………………………………

Unit Kerja



:
…………………………………

Menyatakan setuju bahwa Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

N a m a



:
…………………………………

N I P




:
…………………………………

Pangkat / golongan ruang / tmt
:
…………………………………

Jabatan *



:
…………………………………

Unit Kerja



:
…………………………………

Diusulkan dalam pengangkatan pertama kali / dari jabatan lain menjadi pejabat fungsional Perencana.

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

……………….., ……………………….

Atasan langsung

Nama pejabat :

NIP. :

ANAK LAMPIRAN III

CONTOH  :

SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS KE BKN / KANREG BKN

SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS
Kepada Yth.

Kepala BKN / Kanreg BKN

Di tempat

Sehubungan dengan permohonan Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah pusat atau daerah, atas nama :

N a m a



:
…………………………………

N I P




:
…………………………………

Pangkat / golongan ruang/tmt.
:
…………………………………

Jabatan *



:
…………………………………

Unit Kerja



:
…………………………………

Dengan hormat bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk merekomendasikan pertimbangan teknis terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas menjadi pejabat fungsional Perencana.

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

……………….., ……………………….

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat / Daerah

Nama pejabat :

NIP. :

*) coret / hilangkan yang tidak perlu







